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ABSTRAK 

 

FAJAR EKO PURNOMO RUSTAN, 2024. Efektivitas Penerimaan dan 

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Gowa. Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I 

Bapak Muhaimin dan Pembimbing II Bapak Muhammad Khaedar Sahib. 

 Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak 

penerangan jalan pada pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten gowa dan untuk 

mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah (PAD) 

kabupaten gowa. Objek penelitian tugas akhir ini adalah “Pajak Penerangan Jalan 

Tahun 2021-2023”. Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini berupa 

data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, yaitu 

target pajak penerangan jalan, realisasi pajak penerangan jalan dan realisasi 

penerimaan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian 

Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan teknik 

analisis data melalui Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian dan pembahasan dari efektivitas penerimaan dan 

kontribusi pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten 

gowa menunjukkan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di 

Kabupaten Gowa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah sangat 

efektif. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Gowa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi, karena 

pada tahun 2021 berkontribusi sedang, kemudian tahun 2022 berkontribusi baik 

dan tahun 2023 kembali berkontribusi sedang. Meskipun dengan kontribusi yang 

berfluktuasi tetapi Pajak Penerangan Jalan tetap menjadi penyumbang terbanyak 

kedua setelah BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan 

          Asli Daerah (PAD) 
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ABSTRACT 

 

FAJAR EKO PURNOMO RUSTAN, 2024. Effectiveness of Street Lighting Tax 
Revenue and Contribution to Local Original Revenue (PAD) of Gowa 
Regency. Final Project, DIII Taxation Study Program, Faculty of Economics and 
Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Mr. 
Muhaimin and Supervisor II Mr. Muhammad Khaedar Sahib. 

The purpose of this study is to determine the effectiveness of street lighting 
tax revenue in the local original revenue (PAD) of Gowa Regency and to determine 
the contribution of street lighting tax in the local original revenue (PAD) of Gowa 
Regency. The object of research for this final project is "Street Lighting Tax 2021-
2023". The data used in this final project research is in the form of data sourced 
from the Regional Revenue Agency of Gowa Regency, namely the target of street 
lighting tax, the realization of street lighting tax and the realization of PAD revenue. 
The research method used is Qualitative Research Method. The data collection 
technique used is to use the method of Interview, Observation and Documentation 
with data analysis techniques through data reduction, data presentation and 
conclusions. 

The results of research and discussion of the effectiveness of street lighting 
tax revenue and contribution to local original revenue (PAD) of Gowa Regency 
show that the effectiveness of Street Lighting Tax Revenue in Gowa Regency from 
2021 to 2023 has been very effective. The contribution of Street Lighting Tax to 
the Local Original Revenue of Gowa Regency from 2021 to 2023 fluctuates, 
because in 2021 it contributed moderately, then in 2022 it contributed well and in 
2023 it again contributed moderately. Despite the fluctuating contribution, the 
Street Lighting Tax remains the second largest contributor after BPHTB to Gowa 
Regency Local Original Revenue. 

 

Keywords : Effectiveness, Contribution, Street Lighting Tax, Local Original 

         Revenue (PAD)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bentuk nyata upaya perkembangan konektivitas dan aksesibilitas 

dalam memajukan negara diaktualisasikan melalui pembangunan. Integrasi 

seluruh aspek dan disiplin ilmu dipastikan untuk mendorong kesuksesan 

pembangunan. Pengolahan sumber daya, perluasan relasi, pembuatan 

lapangan pekerjaan, serta penggairahan perekonomian wilayah menjadi 

bagian utama dari pembangunan ekonomi. Keuangan memiliki peran besar 

dalam penggerakan pembangunan ekonomi. Pembangunan pada lingkup 

daerah telah didasarkan pada kebijakan desentralisasi. Berdasarkan 

kebijakan tersebut, tanggungjawab serta kewenangan dimiliki penuh oleh 

pemerintah daerah sebagai bentuk aktualisasi pelaksanaan program 

pembangunan serta perencanaan sehingga dapat lebih responsif terhadap 

aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah daerah perlu mengatur sumber 

pendapatan dan kontribusi sebagai pengganti APBD yang selama ini 

disubsidi oleh pemerintah pusat.  

 Pendapatan daerah yang bersumber dari kegiatan dengan 

penyelenggara pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah 

disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dapat 

bersumber dari retribusi daerah, laba perusahaan atau perseroan, 

penerimaan pajak daerah, dan transaksi lainnya yang dinilai sah di mata 

hukum untuk diambil. Dalam membangun suatu daerah, finansial yang 
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dibutuhkan cukup besar sehingga pemaksimalan PAD harus dilakukan 

sebagai dukungan pembangunan wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu 

menelusuri lebih lanjut secara teliti untuk mengetahui potensi yang dapat 

digunakan sebagai PAD untuk memaksimalkan pembangunan daerah 

termaksud. 

Pajak yang dipungut dari warga sekitar yang tidak membayar PAD 

merupakan salah satu sumber PAD. Ini adalah bagian dari Undang-Undang 

Pajak Daerah No. 28 tahun 2009, yang menyatakan bahwa pajak daerah 

harus dibayar oleh individu atau badan di daerah di mana tidak ada upah 

yang sama. Menurut undang-undang ini, pemerintah diperbolehkan 

memungut pajak dari penduduk setempat sesuai dengan kewenangan yang 

ditentukan oleh peraturan daerah (Perda). Pajak daerah terbagi menjadi 2 

yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari 5 kategori dan Pajak Kabupaten/Kota 

yang terdiri dari 11 kategori. Pajak Provinsi terdiri dari pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor, Pajak Air Pemukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan 

Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) termasuk salah satu pajak daerah yang 

boleh dipungut oleh pemerintah daerah/kota. PPJ adalah pajak berdasarkan 
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konsumsi listrik di daerah di mana lampu jalan berada, dan pemerintah 

membayar tagihannya. Kebutuhan masyarakat akan jalan yang lebih baik di 

malam hari semakin meningkat, sehingga pengeluaran pemerintah untuk 

jalan juga meningkat. Otoritas setempat bertanggung jawab untuk 

menyediakan penerangan jalan yang memadai untuk kenyamanan warga. 

Kabupaten Gowa memiliki wewenang agar mengatur serta 

mengelola sumber pendapatan wilayahnya sendiri. Kabupaten Gowa 

terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki populasi penduduk 

sebanyak 768.682 pada tahun 2021, jumlah ini mengalami peningkatan 

sebanyak 4,5% dari tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2021). Pertambahan 

penduduk yang tinggi menjadi faktor pemicu pertumbuhan ekonomi yang 

berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan. Peningkatan ekonomi 

juga mempengaruhi konsumsi penduduk akan aspek kelistrikan. Masing-

masing daerah memiliki indikator realisasi PPJ yang cukup relatif dan 

jumlah PPJ yang diterima di Kabupaten Gowa menjadi sumber pendapatan 

yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah sehingga keefektifan 

pemungutan pajak tersebut dapat diperkuat sistemnya. Analisis efektivitas 

perlu dilakukan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pendapatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan 

bersumber pada potensi daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui subjek dan 

objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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Pajak Penerangan jalan merupakan salah satu sumber PAD yang 

potensial, maka dari itu sangat penting untuk di kelola dengan baik. Pajak 

penerangan jalan dibayarkan setiap individu atau badan yang menggunakan 

tenaga Listrik karena pada dasarnya penerangan jalan memiliki fungsi yang 

sangat penting bagi masyarakat. Permintaan penerangan jalan yang semakin 

besar mengharuskan pemerintah untuk melakukan perencanaan dan 

kebijakan yang baik agar dapat memaksimalkan potensi dari pajak 

penerangan jalan itu sendiri. Sehingga pajak penerangan jalan yang optimal 

dapat menjadi prospek yang strategis bagi sumber pendapatan daerah. 

Penerangan jalan sebagai sarana yang disediakan oleh pemerintah 

dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya haruslah memberikan 

keamanan, kelancaran dan kenyamanan bagi setiap pengguna jalan. Namun, 

sangat disayangkan hasil penerimaan pajak penerangan jalan dirasakan 

belum memadai dan peranannya masih cukup relatif kecil terutama dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/kota. 

Adapun nilai realisasi pajak penerangan jalan kabupaten Gowa dari 

tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa 

 

No Tahun Realisasi Pertumbuhan 

1. 2019 39.995.021.884,00 - 

2. 2020 41.851.304.433,00 5% 

3. 2021 43.686.641.949,00 4% 

          Sumber: https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty | Volume 05 No 02 November 2022 
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Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa  

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak 

penerangan jalan pada tahun 2019-2021 mengalami Pertumbuhan. Hal ini 

menunjukkan bahwa realisasi pajak penerangan jalan masih stabil dan 

efektif, Meskipun realisasi dari segi presentase mengalami penurunan, 

namun realisasi dari segi angka terjadi kenaikan. Maka dari itu peneliti 

bertujuan untuk membahas mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Gowa sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian dengan judul “Efektivitas 

Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat efektivitas 

penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Tingkat efektivitas 

penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif dan manfaat 

kepada: 

1. Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan peneliti 

mengenai efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa. 

2. Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dan 

informasi mengenai efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Gowa sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti 

berikutnya yang memiliki korelasi dengan pajak khususnya PPJ. 
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3. Pihak Instansi  

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi evaluasi kinerja 

dalam mengoptimalisasi efektivitas penerimaan serta pengelolaan pajak 

sehingga kontribusi efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak 

Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Gowa tercapai sesuai target.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori  

1. Pengertian Efektivitas  

Secara umum efektivitas adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan sesuatu yang diukur dari kualitas, 

kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Sondang P. Siagian (2001: 24) mendefinisikan efektivitas 

sebagai penggunaan infrastruktur, sarana, dan sumber daya yang 

disengaja dan telah ditentukan sebelumnya dalam jumlah tertentu 

untuk menghasilkan berbagai komoditas untuk layanan kegiatan yang 

dilakukannya.  

Kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (operasi, kegiatan 

program, atau misi) sebagai lawan dari organisasi atau sejenisnya yang 

tidak memiliki tekanan atau gesekan antara implementasi adalah apa 

yang Kurniawan (2008: 109) definisikan sebagai efektivitas. 

(Penelitian et al., 2021)  

Adapun rumus untuk menghitung efektivitas pajak adalah 

sebagai berikut : 

      𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑥 100% 
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Dari rumus perhitungan efektivitas di atas, maka dapat disusun 

indikator efektivitasnya. Indikator efektivitas dapat digolongankan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Efektivitas 

No Presentase  Kriteria  

1. ˃ 100% Sangat Efektif 

2. 100%  Efektif 

3. 90% - 99 % Cukup Efektif 

4. 75% - 89% Kurang Efektif 

5. ˂ 75% Tidak Efektif 

Sumber : Mahmudi, Analisis lap.hal.145,(2010) 

2. Pengertian Kontribusi dan Peran Perpajakan 

Secara umum kontribusi merupakan sumbangan yang 

dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu. 

Dengan kata lain kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

penerimaan pajak daerah memberikan sumbangan pada pendapatan 

asli daerah. Besarnya hasil yang diberikan menandakan bahwa peranan 

pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah sangatlah 

besar, begitupun sebaliknya jika hasil yang didapatkan kecil berarti 

peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. 

Dalam menentukan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑥 100% 
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Dari rumus perhitungan kontribusi di atas, maka dapat disusun 

indikator kontribusinya. Indikator kontribusi dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Kontribusi 

No Presentase  Kriteria  

1. 0,00% - 10% Kurang 

2. 10,10% - 20% Sedang  

3. >20% Baik 

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690 900327.(2006) 

 

Menurut RPJMN 2020-2024, peran pajak dalam pembangunan 

negara adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan 

berkemajuan dengan mempercepat pembangunan di berbagai sektor 

yang menekankan pada pembangunan struktur ekonomi yang kuat 

berdasarkan manfaat persaingan. Kami didukung oleh tenaga kerja 

yang kompeten dan kompetitif di daerah di mana kami berbeda. 

RPJMN 2020-2024 merupakan awal terwujudnya visi Indonesia yang 

dikembangkan pada tahun 2045. Pendapatan Indonesia masih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk ASEAN. Ini jelas 

terlihat dalam hukum pajak Indonesia. Tarif pajak di Indonesia sebesar 

8,33 persen pada 2020 dan 9,11 persen pada 2021. 

Sementara itu, tarif pajak di sebagian besar negara ASEAN di 

atas 12%. Tarif pajak negara-negara maju seperti Eropa Barat 

mencapai 41%. Pada tahun 2020, 5 negara dengan tarif pajak tertinggi 

di dunia adalah: Prancis 47,2%; Denmark 47,1%; Belgia 45,2%; 
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Swedia 43,4%; dan Italia 43,1%). Dengan pajak yang tinggi, negara-

negara ini memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk 

pengembangan dan peningkatan kehidupan masyarakat, mengurangi 

ketergantungan pada pendapatan dari sumber lain seperti utang. 

Selain itu, tarif pajak yang tinggi juga mencerminkan 

partisipasi penduduk yang lebih besar dalam pembangunan melalui 

kepatuhan pajak. Di tingkat lokal, pajak memainkan peran penting 

sebagai sumber utama pendapatan (kinerja anggaran) dan fungsi 

kontrol. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pajak digunakan sebagai 

sumber pendapatan bagi daerah, yang pada gilirannya digunakan untuk 

mendukung pemerintah, seperti membangun dan mengembangkan 

infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta 

membiayai kegiatan pemerintah. untuk menyediakan kebutuhan hidup. 

ditawarkan oleh sektor swasta. 

3. Pengertian Pajak 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, tanpa ganti rugi langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". 
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Adapun pengertian pajak menurut ahli adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Waluyo (2013:2), Adriani Dalam rangka membiayai 

pengeluaran publik yang berhubungan dengan tugas-tugas negara 

yang menyelenggarakan pemerintahan, pajak adalah pembayaran 

kepada negara (yang dapat dilaksanakan) yang terutang oleh 

orang-orang yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan, 

tanpa menerima diperoleh kembali. 

b. Menurut Soemitro dalam resmi (2014:1), pajak adalah kontribusi 

yang dilakukan oleh warga negara ke kas negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (yang dapat dilaksanakan) dengan 

menolak mendapatkan layanan timbal balik (counterperformance) 

yang terbukti benar dan digunakan untuk menutupi pengeluaran 

publik. 

c. Menurut Feldman dalam resmi (2014: 2), pajak adalah prestasi 

yang dikenakan penguasa secara sepihak dan yang dibayarkan 

kepada mereka (sesuai dengan norma yang diterima secara luas), 

tanpa kecuali, dan yang hanya digunakan untuk membayar 

pengeluaran publik. (Jurnal Perpajakan, (2020) 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, 

bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu 

badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam 

kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan 

dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.  
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4. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi yang dilakukan oleh individu 

atau perusahaan ke daerah kena pajak tanpa membayar secara 

langsung. (Siahaan, 175: 2013). Upaya peningkatan pendapatan di 

PAD sangat bergantung pada pengelolaan fiskal di daerah. Selain itu, 

pajak daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah 

secara paksa dan digunakan untuk menjalankan pemerintahan 

sebanyak mungkin. Pajak daerah adalah pajak yang dibayarkan kepada 

warga negara untuk kegiatan atau layanan yang diberikan pemerintah 

kepada individu atau bisnis swasta. 

Setiap daerah diberi hak untuk menguasai dan mengelola 

wilayahnya sendiri untuk kepentingan rakyat. Ketika melaksanakan 

pembangunan di daerah, kepentingan rakyat harus diutamakan dan 

harus selalu ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

Pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan 

kesejahteraan Masyarakat. Semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi 

pula Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, daerah mampu 

melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. 
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5. Jenis dan Tarif Pajak Daerah 

Siahaan (2010: 84-88) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak 

yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur menurut UU No. 28 

tahun 2009 (Luisa Lohonauman et al., 2016) adalah sebagai berikut: 

a. Jenis dan Tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 10% 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20% 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10% 

4) Pajak Air Permukaan 10% 

5) Pajak Rokok 10% 

b. Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut: 

1) Pajak Hotel 10% 

2) Pajak Restoran 10% 

3) Pajak Reklame 25% 

4) Pajak Air Tanah 20% 

5) Pajak Parkir 30%  

6) Pajak Hiburan 35% 

7) Pajak Penerangan Jalan 10% 

8) Pajak Sarang Burung Walet 10% 

9) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 25% 

10)  Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 0,3% 

11)  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5% 
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6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa No. Mengenai 

pajak penerangan jalan tanggal Nomor 11 Tahun 2011, "Pajak 

penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang 

diproduksi sendiri maupun dipasok dari tempat lain. Pajak penggunaan 

listrik membayangkan pembayaran energi listrik olcpeh kotamadya di 

wilayah di mana penerangan jalan berada. Pemerintah daerah (Sokak 

Aydınlatma" Keputusan Pajak Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 

2002). 

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga 

listrik yang dimaksud adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap 

ditambah dngan biaya wajib pajak yang mengisi SPTPD.  

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang atau organisasi yang 

diperbolehkan menggunakan listrik, tetapi jika listrik disediakan oleh 

orang lain, wajib pajak penerangan jalan menjadi pemasok listrik, 

sedangkan tujuan penerangan jalan adalah menggunakan listrik. 

Keduanya adalah energi listrik yang dihasilkan sendiri yang diperoleh 

dari tempat lain. Pajak lampu lalu lintas adalah pajak dengan pendapatan 

lebih tinggi daripada jenis pajak daerah lainnya. 

Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dapat dilakukan dengan 

menggunakan Bagaimana tarif pajak dikalikan dengan basis pajak 

dihitung. Atau, dapat dinyatakan sebagai rumus seperti ini: 
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  Pajak Terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan Pajak  

         = Tarif pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik 

 

a. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pusat (UU HKPD).  

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Khusus Terkait 

Ketenaga listrikan. 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2011 

tentang retribusi penerangan jalan. 

 

b. Objek Pajak Penerangan Jalan 

Objek daripada Pajak Penerangan Jalan merupakan 

konsumsi tenaga listrik. Yang dimaksud dengan konsumsi tenaga 

listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.  

c. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan 

Subjek dan wajib pajak penerangan jalan adalah orang 

pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik, melakukan 

penjualan, penyerahan dan/ atau konsumsi tenaga listrik. 

d. Tarif Pajak Penerangan Jalan 

Biaya pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen). Pajak khusus yang mencakup penggunaan energi 
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dari sumber industri lain, minyak dan gas bumi ditetapkan sebesar 

3% (tiga persen), dan konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri 

ditetapkan sebesar 1,5% (persentase lima poin). 

7. Pendapatan Asli Daerah  

Sumber pendapatan utama termasuk pendapatan pajak daerah, 

hasil dari manajemen properti kota, dan sumber pendapatan utama 

lainnya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan aset daerah, dan PAD lain yang diizinkan. 

Pendapatan pemerintah daerah adalah hak pemerintah daerah 

untuk meningkatkan nilai properti. Artinya, pemerintah harus 

meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber daya 

keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu, pajak daerah asli merupakan sumber pendapatan 

daerah yang penting dan strategis bagi banyak pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting 

dalam suatu daerah dikarenakan sebagai sumber pendapatan untuk 

menunjang Pembangunan di suatu daerah dan sebagai alat ukur 

kemampuan daerah atas sumber daya yang digali oleh daerah tersebut. 
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B. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka kerja yang digunakan untuk 

mengatur pemahaman ide, informasi, dan pemikiran logis. Apa yang 

diharapkan dari penelitian terbukti dari hubungan praktis antara teori dan 

penelitian praktis. Kerangka konseptual berperan dalam mendefinisikan 

variabel penelitian dan memetakan variabel penelitian ke dalam hubungan. 

Dalam buku Research Methodology (2021) yang ditulis oleh Siti Azizah 

dan kawan-kawan, disebutkan bahwa metodologi konseptual adalah metode 

untuk memodelkan masalah dan menemukan solusi secara detail, 

berdasarkan bukti empiris dari penelitian sebelumnya dan penelitian 

terapan. Kerangka konseptual dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

 

    

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
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Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan dari pajak 

pokok, termasuk pajak penerangan jalan. Memungut pajak penerangan jalan 

di setiap daerah yang terkena dampak akan menunukkan bahwa target telah 

dicapai, sehingga realisasi pajak juga bisa dilihat kemajuannya. Penerimaan 

pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah. 

Mengingat pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa semakin meningkat 

setiap tahunnya dan merupakan kontribusi besar bagi pemerintah, sehingga 

dapat meningkatkan sumber pendapatan Asli Daerah Kabuapten Gowa. 

Pajak penerangan jalan yang dikelola dengan baik akan maksimal 

juga penerimaan yang diterima, sehingga dapat memberikan kontribusi 

yang tinggi terhadap pajak daerah. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Gowa dapat ditingkatkan untuk membiayai Pembangunan 

daerah yang sebesar-besarnya.  

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang 

akan menjadi dasar data penelitian. Penelitian ini bertujuan agar dapat 

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa berupa data 

Pajak penerangan jalan serta Pendapatan Asli Daerah. 

Pendekatan penelitian kualitatif ini juga menunjukkan prosedur 

evaluasi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini berfokus pada 
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permasalahan berdasarkan fakta dan dilakukan melalui observasi atau 

pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. untuk memberikan 

tanggapan yang terperinci dan langsung terhadap kesulitan.  

Adapun Rancangan tahap pelaksanaan pada penelitian ini akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Gowa yang bertempat di Jl. Tumanurung Raya 

No. 2, Sungguminasa Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sulawesi 

Selatan 92111 dengan pelaksanaan penelitian mulai bulan April hingga 

bulan Mei 2024.  

2. Informasi Penelitian 

Pihak yang akan menjadi subjek atau sumber informasi pada 

penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang 

memiliki sejumlah data dan informasi secara detail mengenai 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Kepala Bagian Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan 

b. Sub. Bidang Penagihan 

c. Lima orang masyarakat umum 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa : 

a. Wawancara 
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Teknik pengumpulan data melalui wawancara 

melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden 

melalui tanya jawab terstruktur dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang relevan tentang topik yang diteliti. 

Wawancara dilakukan antara peneliti dengan informan terutama 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk mendapatkan 

data yang akurat. 

b. Observasi 

Kegiatan observasi melibatkan pengalaman sistematis 

terhadap fenomena yang ingin diteliti. Peneliti terlibat secara 

langsung dalam hal yang ingin diamati dan dalam penelitian ini 

dilakukan observasi menyeluruh dalam proses pemungutan 

pajak daerah terutama Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi berdasar pada 

penggunaan dokumen maupun catatan tertulis baik dalam 

bentuk rekaman fisik atau elektronik. Dokumen pada penelitian 

ini menjadi sumber data primer yang diperoleh secara langsung 

dari kondisi aktual. Data-data yang diperoleh dapat diverifikasi 

keasliannya melalui dokumentasi sehingga interpretasinya 

akurat. 
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4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah upaya mencari data dan menata 

data secara sistematis berdasarkan wawancara, observasi, serta 

dokumentasi sebagai langkah peningkatan pemahaman permasalahan 

yang dikaji. Data penelitian perlu ditata secara sistematis dan disajikan 

secara jelas sehingga pemahaman peneliti menjadi hal yang sangat 

penting. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah  

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstraksi, dan mengubah data primer yang diperoleh dari 

catatan pengumpulan data. Proses ini terjadi terus menerus 

selama penyelidikan, seperti yang dijelaskan dalam kerangka 

konseptual, masalah penelitian, dan metode pengumpulan data 

yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data dapat memberikan hasil 

data penelitian yang lebih akurat dengan berfokus pada faktor-

faktor yang relevan.  

b. Penyajian Data 

Data yang dikumpulkan kemudian disusun sedemikian 

rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan 

mengambil tindakan berdasarkan data yang disajikan. Data 

kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif seperti 

catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-

bentuk ini menggabungkan informasi dalam gaya yang kohesif 
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dan dapat diakses dengan jelas, sehingga mudah untuk 

mengidentifikasi apa yang sedang terjadi, apakah 

kesimpulannya benar, atau jika analisis lebih lanjut diperlukan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Selama durasi penyelidikan, upaya masih dilakukan 

untuk secara bertahap mencapai kesimpulan. Kesimpulan 

dinyatakan dengan jujur dan dengan skeptisisme pada awalnya, 

tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih mendalam. 

Kesimpulan penelitian dikonfirmasi melalui brainstorming 

untuk mendorong pemikiran antar-subjektif, meninjau dan 

merefleksikan selama penyelidikan, dan memeriksa catatan 

lapangan.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat  

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dibentuk sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.11 Tahun 2016, yang 

mengatur pembentukan dan penataan perangkat daerah. Badan 

Pendapatan Daerah berperan penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah dengan menggali 

potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Gowa. Badan Pendapatan 

Daerah diharapkan mampu mengatur penerimaan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan yang ada di Kabupaten Gowa. 

B. Struktur Organisasi dan Job Description 

1. Struktur Organisasi 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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2. Job Description 

a. Kepala Badan 

1) menetapkan kebijakan, prosedur dan strategi teknis untuk 

pelaksanaan operasi perusahaan;  

2) Penyusunan rencana bisnis yang disetujui sebagai petunjuk 

untuk melaksanakan bisnis yang lahir dalam; 

3) koordinasi dengan faktor-faktor lain dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan perusahaan; 

4) Peningkatan unit administrasi dalam strukturnya; 

5) Kontrol manajemen Perusahaan. 

b. Sekretaris  

1) Mempersiapkan pekerjaan kesekretariatan sesuai dengan 

rencana dan tujuan yang ditentukan dalam instruksi kerja; 

2) Mendelegasikan tugas kepada bawahan untuk melakukan tugas-

tugas sederhana;  

3) Memberikan bimbingan kepada bawahan dan tenaga 

kepelatihan dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan, materiil, 

keuangan, sumber daya, perencanaan dan pelaporan; 

4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Departemen Perencanaan 

dan Pelaporan, Departemen Keuangan, Departemen Umum dan 

staf; 

5) Manajemen dan manajemen administrasi, material, keuangan, 

sumber daya, perencanaan dan pelaporan masalah. 



26 
 

 
 

c.     Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

1) Merencanakan kegiatan penyusunan dan pelaporan; 

2) Memberikan tugas kepada setiap atasan di bidang persiapan dan 

pelaporan yang lahir di;  

3) Melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik mengenai 

permasalahan yang dihadapi bawahannya selama melaksanakan 

kegiatannya di departemen persiapan dan pelaporan; 

4) memantau hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

dalam perencanaan dan pelaporan; 

5) Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan perencanaan dan pelaporan. 

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1) Perencanaan dan kepegawaian di sektor publik;  

2) Pembagian tugas per manajer dalam kategori umum dan 

personel yang lahir di;  

3) Memantau praktik bawahan dan karyawan mengenai masalah 

yang mereka hadapi selama melakukan kegiatan mereka di area 

umum; 

4) Mengawasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

sektor publik dan karyawan; 

5) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

sektor publik dan karyawan. 
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e. Sub Bagian Keuangan 

1) Perencanaan di bidang keuangan;  

2) Pembagian kerja antara masing-masing penguasa dalam hal 

alokasi keuangan lahir di;  

3) Mengendalikan praktik bawahan mengenai masalah yang 

mereka hadapi selama melakukan kegiatannya di sektor 

keuangan; 

4) Pengawasan hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di 

sektor keuangan; 

5) Evaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di 

sektor keuangan. 

f. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

1) Perencanaan dan perencanaan pembangunan perpajakan; 

2) Pembagian kerja antara masing-masing subpos. Kedudukan 

dalam perencanaan dan pengembangan; 

3) Memberikan instruksi lisan dan tertulis kepada semua unit 

manajemen di lokasi untuk memastikan bahwa pekerjaan 

dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;  

4) Pengendalian masalah di setiap sub-area dalam perencanaan dan 

pembangunan;  

5) Memantau pelaksanaan dan pelaksanaan tugas Perencanaan dan 

Pengembangan secara efektif. 
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g. Sub Bagian Perencanaan Pendapatan 

1) Perencanaan kegiatan pada subbagian Perencanaan 

Keuangan;  

2) Pembagian kerja antara masing-masing manajer dalam hal 

distribusi perencanaan pajak lahir di; 

3) Mengendalikan praktik bawahan mengenai permasalahan 

yang dihadapinya selama menjalankan kegiatan di sub 

bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan; 

4) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan di bagian penyiapan pajak; 

5) Evaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

perencanaan. 

h. Sub Bagian Pengembangan Pendapatan Daerah 

1) Penyusunan rencana pengembangan keuangan di daerah; 

2) Pembagian kerja antara masing-masing manajer di 

departemen pembangunan daerah lahir di; 

3) Memantau praktik bawahan mengenai masalah yang mereka 

hadapi saat melakukan kegiatan perpajakan dan 

pembangunan daerah; 

4) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan perpajakan dan pembangunan daerah; 

5) Evaluasi hasil tindakan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan di bidang perpajakan dan pengembangan wilayah. 
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i. Sub Bagian Bidang Hukum dan Perundang-Undangan 

1) Perencanaan hukum dan peraturan;  

2) Untuk mendistribusikan pekerjaan di antara masing-masing 

penguasa dalam hal distribusi hukum dan peraturan yang 

lahir di; 

3) Mengawasi kinerja bawahan atas masalah yang mereka 

hadapi dalam melakukan kegiatan hukum dan peraturan; 

4) Evaluasi hasil tindakan bawahan dalam melakukan kegiatan 

hukum dan peraturan; 

5) Evaluasi pekerjaan bawahan dalam melakukan kegiatan 

legislatif dan peraturan. 

j. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah 

1) Penyiapan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan daerah; 

2) Tetapkan tugas untuk setiap asisten kepala sekolah. Posisi ini 

berada di dalam Departemen Pendapatan dan Layanan 

Regional; 

3) Memberikan instruksi lisan atau tertulis kepada bawahan di 

lingkungan Departemen Pendapatan dan Daerah untuk 

memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

4) Masalah audit di setiap sub-bidang sektor administrasi 

perpajakan;  
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5) Memantau kinerja dan menjalankan bisnis secara efektif. 

k. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2 

1) Kegiatan perencanaan di bagian layanan UN-P2;  

2) Memantau praktik bawahan yang lahir di 1 mengenai 

masalah yang mereka temui selama beroperasi di sektor jasa 

UN-P2; 

3) Mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan dalam pelayanan UN-P2; 

4) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan di bidang jasa UN-P2; 

5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Departemen 

Layanan UN-P2 dan membuat rekomendasi kepada 

pimpinan atas pelaksanaan kegiatan Departemen Layanan 

UN-P2. 

l. Sub Bidang Pelayanan BPHTB 

1) Menyelenggarakan kegiatan dalam lingkup Layanan 

BPHTB;  

2) Mentransfer pekerjaan lahir kepada siapa pun yang 

bertanggung jawab atas layanan BPHTB; 

3) Melakukan pengawasan terhadap praktik bawahannya 

mengenai permasalahan yang dihadapinya selama 

menjalankan kegiatan di bidang pelayanan BPHTB; 

4) Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan bawahan 
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dalam pelaksanaan kegiatan di bagian bawah BPHTB 

Services; 

5) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan pada subbagian Layanan BPHTB. 

m. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya  

1) Pembagian tugas antara masing-masing pegawai dalam 

rangka kewenangan pajak lainnya; 

2) Melakukan pengawasan terhadap praktek bawahan yang 

lahir di 1 mengenai permasalahan yang dihadapinya selama 

menjalankan kegiatannya di unit lain Kantor Pelayanan 

Pajak; 

3) Mengawasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

di bidang administrasi perpajakan lainnya; 

4) Mengevaluasi pekerjaan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan di bidang administrasi pajak lainnya. 

5) Merencanakan kegiatan di bidang administrasi pajak 

lainnya. 

n. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan 

1) Perencanaan dilakukan di bidang Pengakuan, Faktur dan 

Akuntansi;  

2) Pembagian tugas antara masing-masing asisten kepala 

sekolah. Posisi di departemen Akuntansi, Penagihan dan 

Pembukuan; 
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3) Memberikan instruksi lisan atau tertulis kepada bawahan 

di bidang Pengakuan, Faktur dan Akuntansi untuk 

memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4) Pengendalian masalah manajemen di bidang Pengertian, 

Faktur dan Akuntansi; 

5) Untuk mengatur pelaksanaan dan pelaksanaan fungsi 

Definisi, Faktur dan Akuntansi yang efektif. 

o. Sub. Bidang Penetapan 

1) Untuk melaksanakan rencana dan kegiatan Sub. Posisi 

partisipasi;  

2) Untuk membuat database yang terdiri dari dokumen dan 

korespondensi mengenai sub-topik yang lahir di. Lokasi 

partisipasi. 

3) Menjalin hubungan antara pajak daerah dengan hasil 

pemetaan nilai pemberian pajak daerah; 

4) Melaksanakan penetapan pajak daerah dan hal-hal lain 

yang berkaitan dengan perdamaian daerah. 

p. Sub. Bidang Penagihan 

1) Perencanaan dalam proses penagihan;  

2) Membagi tugas kerja setiap prospek dalam proses faktur. 

Daerah  

3) Untuk menyiapkan artikel / surat tentang sub-topik. 
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Tingkat muatan  

4) Bekerja sama dengan lembaga yang bertanggung jawab 

atas kegiatan regional di bidang implementasi mata uang 

dan pelaporan di PBB, serta pengumpulan pajak daerah 

dan bea cukai regional. 

q. Sub. Bidang Pembukuan 

1) Untuk menyiapkan laporan tentang hasil pelaksanaan 

kegiatan Alt. Divisi ini bertanggung jawab untuk memelihara 

catatan dan memberikan saran kepada pejabat senior dalam 

melakukan kegiatan Sub. Fasilitas penyimpanan buku;  

2) Bekerja sama dengan lembaga kerja daerah untuk 

mempersiapkan tujuan utama APBD lahir dan transformasi 

APBD; 

3) Memantau praktik bawahan mengenai masalah yang mereka 

hadapi selama melakukan kegiatan di fasilitas penyimpanan 

Sub. Bidang Pembukuan 

4) Menyusun laporan keuangan mengenai pelaksanaan rencana 

dan kegiatan Jurusan Akuntansi. 

r. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

1) Memberikan instruksi lisan atau tertulis kepada 

bawahannya di bidang audit dan inspeksi untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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2) Mengendalikan masalah di setiap sub-area dalam lingkup 

audit dan pengendalian; 

3) Mengatur pelaksanaan dan pelaksanaan tugas audit dan 

pengendalian secara efektif; 

4) Menyiapkan kegiatan Kementerian Pengawasan dan 

Pengawasan. 

s. Sub Bidang Penerbitan dan Keberatan 

1) Merencanakan kegiatan di Sub. Jabatan pengendalian dan 

penolakan;  

2) Pembagian kerja antara masing-masing penguasa  

3) Memantau praktik bawahan mengenai masalah yang 

mereka hadapi saat melakukan kegiatan mereka di 

bawahan. kelas. 

t. Sub Bidang Pengawasan 

1) Membagi pekerjaan di antara semua orang dalam 

kepemimpinan tingkat bawah. Ruang kontrol dan 

pemantauan;  

2) Melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik 

mengenai permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya 

selama menjalankan kegiatannya di unit yang 

bertanggung jawab atas audit dan pengendalian;  

3) Membagi pekerjaan di antara semua orang dalam 

kepemimpinan tingkat bawah. Kontrol posisi dan kontrol. 
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Mengamati hasil tindakan bawahan dalam pelaksanaan 

tindakan dalam pengendalian dan pemantauan. 

u. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga 

1) Perencanaan kegiatan pada Subbagian Manajemen Aset; 

2) Membagi pekerjaan di antara semua orang dalam 

kepemimpinan tingkat bawah. Area manajemen real estat; 

3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan atas 

permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan 

kegiatan pengelolaan aset; 

4) Evaluasi hasil kegiatan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan asset. 

 

v. Sub Bidang Pengelolaan 

1) Merencanakan kegiatan pengelolaan aset;  

2) Membagibisnis di antara semua orang yang mengelolanya 

di tingkat bawah. Area manajemen real estat; 

3) Memeriksa kinerja bawahan mengenai masalah yang 

mereka hadapi saat melakukan kegiatan manajemen aset;  

4) Evaluasi hasil tindakan bawahan dalam pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan sumber daya; 

5) Evaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan sumber daya. 
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C. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian 

mengenai “Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Penerangan 

Jalan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa” yang 

dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada 

tahun 2019-2023, dengan menggunakan metode kualitatif. Berikut data 

yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa selama 

penelitian berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan  

Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang 

dimaksud disini adalah sejauh mana capaian dari target Pajak 

Penerangan Jalan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kabupaten 

Gowa dengan realisasi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

tersebut. 

Tabel 3.1 

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan 

Jalan Tahun 2021-2023 

Tahun 
Target 

(A)  

Realisasi  

(B) 

Presentase 

(B/A) 
Skala Kriteria 

2021 Rp 41.000.000.000,00  Rp 43.686.641.949,00  106,55% Sangat Efektif 

2022 Rp 45.000.000.000,00  Rp 50.258.596.604,00  111,69% Sangat Efektif 

2023 Rp 52.600.000.000,00  Rp 54.952.716.810,00  104,47% Sangat Efektif 

               Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024) 

Berikut ini adalah rumus perhitungan Efektivitas Pajak 

Penerangan Jalan: 

     𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑥 100% 
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Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan 

efektivitas pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Gowa tahun 2021-

2023 yaitu sebagai berikut: 

a) Tahun 2021 

                     𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 =
𝑹𝒑 𝟒𝟑.𝟔𝟖𝟔.𝟔𝟒𝟏.𝟗𝟒𝟗,𝟎𝟎

𝑹𝒑 𝟒𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟔, 𝟓𝟓% 

b) Tahun 2022 

                𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 =
𝑹𝒑 𝟓𝟎.𝟐𝟓𝟖.𝟓𝟗𝟔.𝟔𝟎𝟒,𝟎𝟎  

𝑹𝒑 𝟒𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟏𝟏, 𝟔𝟗% 

c) Tahun 2023 

                 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 =
𝐑𝐩 𝟓𝟒.𝟗𝟓𝟐.𝟕𝟏𝟔.𝟖𝟏𝟎,𝟎𝟎  

𝐑𝐩 𝟓𝟐.𝟔𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟒, 𝟒𝟕% 

 

 

 

     

   

  

Gambar 3.2 Grafik Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa  

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas 

pajak penerangan jalan pada kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gowa ditahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2021 sangat efektif karena pada tahun ini mencapai 106,55% dan telah 
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melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 

41.000.000.000,00 dan realisasi pajak penarangan jalannya sebesar Rp 

43.686.641.949,00.  

Pada tahun selanjutnya 2022, pemerintah menaikkan target pajak 

penerangan jalan menjadi Rp 45.000.000.000,00 dengan capaian 

realisasi sebesar Rp 50.258.596.604,00. Hal ini menunjukkan 

bahwasanya pada tahun ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan baik 

itu pada target pajak penerangan jalan maupun realisasi pajak penerangan 

jalan, ini dibuktikan dengan presentase efektivitas sebesar 111,69% yang 

jika dilihat dari skala kriteria ini sangat efektif.  

Tahun 2021 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten 

Gowa masih sangat efektif dengan skala presentase yaitu 104,47%. 

Presentase efektivitas tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target yang 

diterapkan oleh pemerintah kabupaten Gowa sebesar Rp 

52.600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 54.952.716.810,00 yang jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya target yang disusun oleh 

pemerintah kabupaten gowa hanya sebesarnya Rp 45.000.000.000,00 

dengan realisasi pajaknya sebesar Rp 50.258.596.604,00. 

Dari tahun 2021-2023 selalu terjadi kenaikan baik pada segi 

target pajak penerangan jalan maupun realisasi pajak penerangan jalan. 

Setiap tahunnya pemerintah kabupaten gowa mengupayakan terjadi 
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kenaikan pada sektor pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan 

yang mana meskipun presentase efektivitas mengalami fluktuasi tapi dari 

segi skala kriteria semua masih sangat efektif dibuktikan dengan capaian 

˃100%. 

Adapun kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak 

Daerah mulai dari tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021 

NO Pajak Daerah Realisasi % 

1.  Pajak Parkir 1.265.700,00 

 

0% 

2 Pajak BPHTB 59.137.315.189,00 52% 

3 Pajak 

Restoran 

8.729.509.320,00 

 

8% 

4 Pajak 

Reklame 

1.803.973.600,00 

 

2% 

5 Pajak 

Penerangan 

Jalan 

43.686.511.949,00 39% 

      113.358.575.758,00  

 

100% 

Sumber: Data Diolah 2024 
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Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2022 

NO Pajak Daerah Realisasi % 

2.  Pajak Parkir 50.694.718,00 

 

0% 

2 Pajak BPHTB 61.732.912.287,00 

 

50% 

3 Pajak 

Restoran 

9.852.408.195,00 

 

8% 

4 Pajak 

Reklame 

2.016.858.570,00 

 

2% 

5 Pajak 

Penerangan 

Jalan 

50.258.596.604,00 

 

41% 

  123.911.470.374,00 

 

100% 

Sumber: Data Diolah 2024 

Tabel 3.4 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2023 

NO Pajak Daerah Realisasi % 

3.  Pajak Parkir 190.427.119,00 

 

0% 

2 Pajak BPHTB 68.177.419.196,00 

 

49% 

3 Pajak 

Restoran 

13.026.534.539,00 

 

9% 

4 Pajak 

Reklame 

2.574.439.735,00 

 

2% 

5 Pajak 

Penerangan 

Jalan 

54.952.716.810 40% 

  138.921.537.399,00 

 

100% 

Sumber Data diolah 2024 

Menurut ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., CA selaku Kasubag 

Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa menjelaskan 
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bahwa “Untuk keefktifan pajak penerangan jalan selama 3 tahun 

terakhir sudah dikategorikan sangat efektif yang dilihat dari capaian 

presentasenya semua melebihi 100%. Ini menandakan bahwa target 

(sasaran) pajak daerah sudah terpenuhi bahkan telah melebih standar 

yang telah ditetapkan. Efektivitas Pajak Penerangan jalan juga di 

dukung oleh beberapa faktor seperti adanya sosialisasi yang membuat 

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sudah terpenuhi 

sedikit demi sedikit, sehingga kefektifan pajak penerangan jalan tetap 

stabil.” 

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan pada PAD 

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah 

memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah. Untuk 

menentukan kontribusi, perlu adanya perbandingan antara realisasi pajak 

penerangan jalan dengan realisasi pendapatan asli daerah suatu wilayah. 

Semakin besar kontribusinya berarti Pajak penerangan jalan memberikan 

peranan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan 

jika perbandingan kontribusinya kecil berarti kurangnya peranan pajak 

penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi ini 

menentukan potensi besarnya sumbangan dari penerimaan pajak daerah 

terhadap pendapatan asli daerah. Dengan membandingkan antara 

realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.  
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Tabel 3.5 

Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan  

Tahun 2021-2023 

  Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, (2024) 

Berikut ini adalah rumus perhitungan Efektivitas Pajak 

Penerangan Jalan: 

       𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑥 100% 

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan 

efektivitas pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Gowa tahun 2021-

2023 yaitu sebagai berikut: 

a) Tahun 2021 

                   𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 =
𝑹𝒑 𝟒𝟑.𝟔𝟖𝟔.𝟔𝟒𝟏.𝟗𝟒𝟗,𝟎𝟎

𝑹𝒑 𝟐𝟔𝟎.𝟖𝟗𝟕.𝟕𝟐𝟓.𝟎𝟔𝟑,𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟔, 𝟕𝟒% 

b) Tahun 2022 

                𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 =
𝑹𝒑 𝟓𝟎.𝟐𝟓𝟖.𝟓𝟗𝟔.𝟔𝟎𝟒,𝟎𝟎  

𝑹𝒑 𝟐𝟑𝟕.𝟎𝟓𝟑.𝟕𝟓𝟎.𝟗𝟕𝟒,𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟏, 𝟐𝟎% 

c)  Tahun 2023 

              𝑲𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒔𝒊 =
𝐑𝐩 𝟓𝟒.𝟗𝟓𝟐.𝟕𝟏𝟔.𝟖𝟏𝟎,𝟎𝟎  

𝐑𝐩 𝟐𝟖𝟑.𝟒𝟒𝟔.𝟖𝟐𝟗.𝟑𝟏𝟎,𝟎𝟎
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟗, 𝟑𝟗% 

Tahun 

Realisasi Pajak 

Penerangan Jalan 

(A)  

Realisasi Pendapatan 

Asli Daerah 

(B) 

Presentase 

(A/B) 
Skala Kriteria 

2021 Rp 43.686.641.949,00 Rp 260.897.725.063,00 16,74% Sedang 

2022 Rp 50.258.596.604,00 Rp 237.053.750.974,00 21,20% Baik 

2023 Rp 54.952.716.810,00 Rp 283.446.829.310,00 19,39% Sedang 
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Gambar 3.3 Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gowa  

Dari grafik diatas kita bisa lihat bahwa rata-rata kontribusi dan 

realisasi pajak penerangan jalan sangat stabil ini dibuktikan dengan 3 

tahun terakhir presentase kontribusi pajak penerangan jalan selalu berada 

diatas 15% bahkan ditahun 2022 melewati 20% dengan skala kritea baik. 

Pada tahun 2021, kontribusi pajak penerangan jalan berada pada 

skala sedang dengan presentase 16,74% yang mana realisasi dari pajak 

penerangan jalan itu sendiri sebesar Rp 43.686.641.949,00 dan realisasi 

Pendapatan asli daerah kabupaten gowa sejumlah Rp 

260.897.725.063,00. 

Pajak Penerangan Jalan berkontribusi sangat besar pada tahun 

2022 yang mana presentase kontribusinya mencapai 21,20% dengan 

skala Baik. Kenaikan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh realisasi 

pajak penerangan yang besar dengan jumlah Rp 50.258.596.604,00 yang 

naik dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk realisasi pendapatan asli 

Rp0.00

Rp100,000,000,000.00

Rp200,000,000,000.00

Rp300,000,000,000.00
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daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya 

mencapai Rp 237.053.750.974,00. Walaupun adanya kenaikan realisasi 

pajak penerangan jalan dan penurunan realisasi pendapatan asli daerah, 

hal ini cukup mempengaruhi kenaikan skala kontribusi dari tahun 

sebelumnya yang hanya mencapai skala sedang menjadi skala baik. 

Tahun 2023 realisasi kontribusi pajak penerangan jalan 

mengalami kenaikan sebesar Rp 54.952.716.810,00 begitupun dengan 

realisasi pendapatan asli daerah kabupaten gowa yang mencapai Rp 

283.446.829.310,00. Karena pada tahun ini efektivitas pajak penerangan 

jalan mengalami presentase sebesar 104,47%, maka secara tidak 

langsung kontribusi pajak penerangan jalan kepada pendapatan asli 

daerah mengalami peningkatan pula. 

Tetapi apabila kita melihat pada presentase tahun 2022 dan 2023 

justru mengalami penurunan, dikarenakan pemerintah kabupaten gowa 

juga mengalami penurunan efektivitas yang awalnya 111,69% ditahun 

2022 menjadi hanya 104,47% ditahun 2023.  Maka dari itu apabila kita 

melihat tingkat presentase kontribusinya juga mengalami penurunan, 

yaitu tahun 2022 sebesar 21,20% menjadi 19,39% ditahun 2023 dengan 

skala kriteria Baik menjadi Sedang. Meskipun terjadi penurunan di 

presentase kontribusinya tetapi dari segi realisasi baik itu realisasi 

penerangan jalan maupun realisasi pendapatan asli daerah semuanya 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 
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Menurut ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., CA selaku Kasubag 

Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa “Pajak 

Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

pendapatan daerah Kabupaten Gowa yang mana pajak penerangan 

jalan itu sendiri menjadi penyumbang terbesar kedua setelah BPHTB.  

Apalagi kita lihat bersama bahwasanya sekarang banyak pembukaan 

lahan di kabupaten gowa untuk dijadikan perumahan yang berarti 

semakin banyak perumahan yang didirikan semakin banyak pula 

konsumsi Listrik yang di gunakan oleh masyarkat setempat. Dengan 

adanya potensi seperti ini, maka kontribusi pajak penerangan jalan 

terhadap pajak daerah akan semakin besar apalagi dengan penerimaan 

pajak penerangan jalan yang berbanding lurus atau sejalan dengan 

penerimaan pajak daerah kabupaten gowa.” 

D. Pembahasan 

PAD atau Pendapatan Asli Daerah, adalah sumber pendanaan 

untuk pembangunan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) suatu daerah, maka semakin banyak pula potensi daerah tersebut 

untuk mendukung upaya Pembangunan didaerahnya. Pemerintah daerah 

bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dari sumber-

sumber daerahnya, seperti Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan 

sendiri memiliki penerimaan tertinggi daripada pajak daerah lainnya. 

Setiap tahun, pajak penerangan jalan selalu bertambah baik dari segi 

efektivitas maupun realisasi. 
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Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 

2011 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan Daerah di Kabupaten 

Gowa. Undang-undang daerah ini menetapkan bahwa objek pajak 

penerangan jalan adalah tenaga Listrik yang mana Pemerintah daerah 

menanggung biaya penerangan jalannya. Subjek Pajak Penerangan Jalan 

adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tenaga listrik. Wajib 

pajak adalah orang pribadi atau badan yang merupakan pelanggan atau 

pengguna Listrik. 

Kabupaten Gowa mengenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atas 

seluruh pemakaian listrik. PLN melakukan penarikan pajak penerangan 

jalan dan menyetorkannya ke dalam akun rekening Listrik yang kemudian 

diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kabupaten 

Gowa. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan yang diterapkan adalah 

Self Asesment System yang memungkinkan wajib pajak untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak tahunan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. BAPENDA hanya menerima besaran 

pajak yang dipungut PLN atas penerangan jalan. 

Tarif pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa di tetapkan 

dengan tarif sebesar 10% untuk semua wajib pajak, baik termasuk 

perusahaan asuransi, rumah tangga, dan agen. Penerangan Jalan mengacu 

pada penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum. Pajak yang 

dikumpulkan dari Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk mendanai 

seperti pemeliharaan maupun perbaikan lampu jalan. 
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Pajak penerangan jalan masih sangat potensial di Kabupaten 

Gowa. Dilihat dari sisi penerimaan, Pajak Penerangan Jalan menghasilkan 

pendapatan paling banyak di antara pajak daerah lainnya. Tidak heran jika 

kontribusi pajak penerangan jalan sangat besar untuk pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Gowa dengan menempati urutan kedua setelah 

BPHTB. Dengan adanya Peningkatan pendapatan pajak penerangan jalan 

diharapakan seluruh bagian kabupaten Gowa khususnya desa-desa yang 

ada di kabupaten ini mendapatkan penerangan jalan yang berkualitas dan 

tidak ada jalan yang tidak terang. Apalagi sekarang ini semakin banyak 

tempat-tempat terpencil yang sudah mulai dilakukan Pembangunan 

perumahan. 

Secara umum, penerimaan pajak daerah dari tahun 2021-2023 

mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya yang mana ini 

sangat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah 

kabupaten gowa itu sendiri. Dengan demikian, pajak daerah dapat 

melaksanakan fungsinya, yaitu regulerend sebagai alat untuk mengatur 

dan melaksanakan kebijaksanan pemerintah kabupaten ggowa dalam 

sosial dan ekonomi. 

1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di analisa bahwasanya 

tingkat efektivitas pajak penerangan jalan dari tahun 2021-2023 di 

kabupaten gowa bervariasi namun, secara keseluruhan sudah sangat 
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efektif.  Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya realisasi pajak 

penerangan jalan selalu melampui target yang ditetapkan dan itu juga 

menyebabkan target dan realisasi pajak penerangan jalan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya.  

Jika ditinjau dari segi target terjadi selisih sebesar Rp. 

4.000.000.000,00 dari tahun 2021 ke 2022, namun tahun 2022 ke 

tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp 7.600.000.000,00. 

Sedangkan untuk realisasi pajak penerangan jalan sendiri mengalami 

pertumbuhan sebesar Rp. 6.571.954.655,00 dari tahun 2021 ke tahun 

2022, tetapi pada tahun 2022 ke tahun 2023 hanya mencapai Rp. 

4.694.120.206,00. Sehingga presentase efektivitas yang terjadi pada 

tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan di bandingkan 

dengan tahun 2022 ke tahun 2023 yang malah menurun. Hal ini terjadi 

karena pemerintah kabupaten gowa menaikkan target penerimaan 

pajak untuk tahun 2023, sehingga nilai efektivitas yang terjadi 

tidaklah begitu besar dibandingkan tahun 2022, meskipun demikian 

skala kriteria efektivitas pajak penerangan jalan masih tetap berada 

diposisi sangat efektif dikarenakan pencapaian presentase masih lebih 

dari 100%. 

2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan 

Kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa sudah 

memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima oleh Kabupaten 
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Gowa. Tahun 2021-2023 kontribusi pajak penerangan jalan di 

kabupaten gowa berfluktuasi hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang mana kontribusinya mengalami kenaikan pada tahun 2022 

sebesar 21,20% namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang 

hanya mencapai presentase sebesar 19,39% dan masuk pada kriteria 

sedang. 

Hal ini terjadi karena realisasi pajak penerangan jalan pada 

kabupaten gowa setiap tahunnya mengalami kenaikkan, sedangkan 

untuk realisasi pendapatan asli daerahnya malah fluktuatif, yang mana 

pada tahun 2022 terjadi penurunan, berbeda halnya pada tahun 2023 

malah meningkat sehingga kontribusi pajak penerangan jalan terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten gowa mengalami fluktuatif.  

Keadaan seperti itu dapat disebabkan oleh terjadinya 

peningkatan pada pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan 

daerah selain pajak. Seperti retribusi daerah dan pendapatan asli 

daerah lain yang sah. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2021 hingga tahun 

2023 di Kabupaten Gowa sudah sangat efektif, ini dilihat dari data yang 

ditemukan semua sudah melebihi >100%. Target yang telah ditetapkan 

pemerintah setempat dan realisasi yang telah dicapai semuanya mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan jumlah efektivitas tahun 2019 sebesar 

106,55%, tahun 2022 dengan capaian efektivitas 111,69% dan tahun 2023 

dengan presentase 104,47%. Semakin besar presentase efektivitasnya maka 

semakin bagus juga potensi wilayah tersebut untuk memenuhi target 

peningkatannya, dan pada tahun 2022 persentasenya efektivitasnya paling 

tinggi di bandingkan 2 tahun lainnya.  

Pajak penerangan jalan di Kabupaten Gowa berkontribusi signifikan 

terhadap pajak daerah, dengan rata-rata yang dicapai setiap tahun dari 

penerangan jalan secara keseluruhan sudah di atas 15%. Pada tahun 2021 

angkanya berada di 16,74%, kemudian meningkat menjadi 21,20% pada 

tahun 2022 dan 19,39% ditahun 2023. Pajak penerangan jalan memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pajak daerah. Hal ini disebabkan karena 

wajib pajak lebih sadar dan patuh dalam hal membayar pajak mereka. Pajak 

penerangan jalan di Kabupaten Gowa masih sangat potensial untuk dikaji. 

Pajak daerah kedua yang berkontribusi sangat besar untuk pendapatan asli 

daerah Kabupaten Gowa adalah pajak penerangan jalan yang menghasilkan 
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pendapatan terbanyak di bandingkan pajak daerah lainnya yang ada di 

Kabupaten Gowa. 

B. Saran  

Penulis mengakui bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kendala 

seperti keterbatasan kemampuan penulis. Penulis berharap penelitian ini 

akan bermanfaat bagi BAPENDA Kabupaten Gowa dan semua pihak yang 

terlibat dan kiranya membutuhkan penelitian ini. Untuk tahun-tahun 

kedepannya, Target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gowa tidak boleh hanya didasarkan pada potensi tahun-tahun 

sebelumnya untuk memastikan efektivitas dari penerimaan pajak 

penerangan jalan akan selalu efektif bahkan sangat efektif. 

Untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat, pemerintah harus 

meningkatkan pelayanan yang diberikannya. Pemerintah harus membuat 

kebijakan pelayanan, kebijakan keuangan publik, dan tarif pajak yang 

wajar bagi masyarakat. Supaya kesadaran masyarakat mengenai pajak 

penerangan jalan semakin meningkat dan lebih taat dalam melakukan 

pembayaran pajaknya. Sehingga pajak penerangan jalan ini makin 

meningkatkan Pembangunan daerah dan pemerintah harus lebih maksimal 

dalam memanfaatkan pajak penerangan jalan ini agar dapat meningkatkan 

pendapatan daerah khususnya di kabupaten gowa. 
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KETERANGAN GAMBAR 3. Surat izin penelitian DPM PTSP Provinsi 



58 
 

 
 

KETERANGAN GAMBAR 4. Surat izin penelitian DPM PTSP Kabupaten 
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KETERANGAN GAMBAR 5. Surat Keterangan Penelitian dari BAPENDA 

Kabupaten Gowa 
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LAMPIRAN 2 

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara 

Ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., CA 

(Kasubag. Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa) 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak 

penerangan jalan dalam meningkatkan  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Gowa? 

Selama tiga tahun terakhir ini 

pertumbuhan pajak penerangan 

jalan sudah melebihi dari target 

yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Hal ini disebabkan 

karena makin meningkatnya 

penggunaan tenaga Listrik oleh 

wajib pajak. 

2. Berapa persen tingkat kesadaran wajib 

pajak dalam membayar pajak penerangan 

jalan? 

Berbicara tentang kesadaran 

wajib pajak mengenai pajak 

penerangan jalan sejauh ini sudah 

sangat taat dalam melakukan 

pembayaran yang dibuktikan 

dengan tingkat efektivitasnya 

mencapai >100% dan ini sudah 

berada pada skala kriteria sangat 

efektif. 

3. Sejauh mana pajak penerangan jalan 

berkontribusi untuk Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Gowa? 

Secara kontribusi dan apabila 

dilihat dari data yang ada pajak 

penerangan jalan merupakan 

pajal yang berkontribusi sangat 

tinggi untuk PAD. Hal ini sejalan 

dengan posisi pajak penerangan 

jalan yang menempati urutan 

kedua dari pajak daerah sebagai 

penyumbang terbesar untuk 

pendapatan daerah kabupaten 

gowa setelah BPHTB. 

4. Apakah selama ini ada kendala yang 

dialami dalam penerimaan pajak 

penerangan jalan dan jika ada, uapaya 

seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

Segala sesuatu pasti memiliki 

kendala, seperti halnya untuk 

pajak penerangan jalan itu sendiri 

terkadang kendala yang kami 

temukan adalah dimana laporan 

yang kita terima dari pihak PLN  

merupakan laporan total 

pendapatan setiap bulannya dan 

laporan tersebut tidak dapat kami 

verifikasi kebenarannya. 
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Sehingga cara yang kita lakukan 

untuk mengatasi hal tersebut 

adalah dengan selalu rutin 

melakukan kordinasi ke pihak 

PLN, dengan tujuan kita tetap 

mendapatkan data yang sesuai 

dengan yang ada dilapangan. 

Karena kami hanya memiliki 

wewenang untuk menerima tidak 

ada hak untuk memeriksa atau 

memungut pajak penerangan 

jalan tersebut. 

5. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa dalam pemungutan pajak penerangan 

jalan guna meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa? 

Sejauh ini kita sering melakukan 

regulasi Perda dan Perbup. Selain 

itu, kami juga rutin untuk 

melakukan sosialisasi kepada 

Masyarakat baik itu sosialisasi 

langsung maupun tidak langsung 

seperti pemasangan spanduk 

himbauan. 
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LAMPIRAN 3 

Dokumentasi 

KETERANGAN GAMBAR 1. Wawancara bersama ibu Irnawati Nur, SE., MM., 

Ak., CA selaku Kasubag Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN GAMBAR 2. Foto bersama ibu Irnawati Nur, SE., MM., Ak., 

CA selaku Kasubag Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 
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LAMPIRAN 4 

Data Hasil Penelitian Tahun 2021-2023 

KETERANGAN GAMBAR 1. Data Tahun 2021 

KETERANGAN GAMBAR 2. Data Tahun 2022 



64 
 

 
 

KETERANGAN GAMBAR 3. Data Tahun 2023 
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LAMPIRAN 5  

Hasil Tes Plagiasi 

KETERANGAN GAMBAR 1. Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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KETERANGAN GAMBAR 2. Plagiasi BAB I 
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KETERANGAN GAMBAR 3. Plagiasi BAB II 
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KETERANGAN GAMBAR 4. Plagiasi BAB III 
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KETERANGAN GAMBAR 5. Plagiasi BAB IV 
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